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ABSTRAK

Robi Ariansyah NIM. 1711150058,Bawaslu kini bukan sekedar
lembaga pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atausetidaknya
menjalankan  fungsi-fungsi peradilan, sehingga tata cara
menyelesaikan pelanggaran administrasi pun mengikuti model
persidangan.Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi
pada saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan. Ini
dobel fungsi yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Sebagai
pengawas pemilu, Bawaslu sudah mempunyai penilaian tertentu
atassuatu kajadian atau kasus pelanggaran administrasi. Padahal
kemudian lembaga ini juga menyidangkan kasus tersebut. Jelas
penilaiannya (ketika menjalankan fungsi pengawasan) akan
memengaruhi ~ putus annya (ketika ~menjadi lembaga
peradilan).Oleh sebab itu penelitian ini menedapati dua rumusan
masalah. Pertama bagaimana kewenangan quasi peradilan badan
pengawas pemilihan umum (bawaslu) menurut undang-undang
nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Bagaimana
Pandangan Figh Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan quasi
peradilan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) menurut
undang-undang nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,
Jenis penelitian yang dipilih penulis dari ketiga jenis penelitian
tersebut dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan
penelitian doctrinial yaitu objek penelitiannya adalah dokumen
perundangundangan dan bahan pustaka. Hasil penelitian skripsi
ini bahwa Bawaslu memiliki fungsi penegakan hukum pemiluy,
sekaligus kewenangan untuk mengadili dengan putusan ajudikasi
terhadap sengketa pemilu. Namun dalam fungsi penegakan
hukum pemilu, saat ini Bawaslu masih berkoordinasi dengan
kepolisian dan kejaksaan, di samping Bawaslu juga dapat
menerima laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran tindak
pidana pemilu. Kemudian Tinjauan figih siyasah sama dengan
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kewenangan wilayah al-hisbah tafwidiyah karena bisa menangani
hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga al-
mazalim. Bawaslu termasuk dalam bidang siyasah tashri’iyah yaitu
salah satu bagian dari figih siyasah dusturiyah yang membahas
atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan
masyarakatnya, dan tidak menutup kemungkinan lembaga seperti
KPU dan Bawaslu juga masuk ke ranah siyasah tashri’iyah karena
fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan
umat. Kesimpulan penelitian ini apa Bawaslu memiliki urgensi
untuk ditransformasikan menjadi peradilan khusus pemiluy,
dikarenakan realitas hingga saat ini yang menunjukkan bahwa
Bawaslu telah menjalankan fungsi quasi peradilan. kemudian
Tinjauan figih siyasah sama dengan kewenangan wilayah al-hisbah
tafwidiyah karena bisa menangani hukum sendiri dan boleh
menangani kasus-kasus dari lembaga al-mazalim.

Kata Kunci : Bawaslu, Quasi Peradilan, Siyasah Dusturiyah
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ABSTRACT
Bawaslu is now not just a supervisory institution but also a judicial
institution, or at least carries out judicial functions, so that
procedures for resolving administrative violations also follow the
trial model. Bawaslu carries out judicial functions, but at the same
time also carries out supervisory functions. This is a double
function that can give rise to a conflict of interest. As an election
supervisor, Bawaslu already has a certain assessment of an incident
or case of administrative violation. However, this institution also
tried the case. It is clear that his judgment (when carrying out a
supervisory function) will influence his decision (when he becomes
a judicial institution). Therefore, this research found two problem
formulations. First, what is the quasi-judicial authority of the
general election supervisory body (bawaslu) according to law
number 7 of 2017 concerning general elections. What is Figh
Siyasah Dusturiyah's view of the quasi-judicial authority of the
general election supervisory body (bawaslu) according to law
number 7 of 2017 concerning general elections , The type of
research chosen by the author from the three types of research in
this research is normative legal research. Normative legal research
is often called doctrinal research, namely the object of research is
statutory documents and library materials. The results of this thesis
research show that Bawaslu has the function of enforcing election
law, as well as the authority to adjudicate election disputes.
However, in the function of enforcing election law, currently
Bawaslu is still coordinating with the police and prosecutor's office,
besides Bawaslu can also receive reports from the public regarding
election criminal violations. Then the review of siyasah figh is the
same as the regional authority of al-hisbah tafwidiyah because it
can handle its own law and can handle cases from the al-mazalim
institution. Bawaslu is included in the field of siyasah tashri'iyah,
which is one part of the figh siyasah dusturiyah which discusses or
examines the relationship between government institutions and



society, and it does not rule out the possibility that institutions such
as the KPU and Bawaslu also enter the realm of siyasah tashri'iyah
because the function of these institutions is not others are also for
the benefit of the people. The conclusion of this research is that
Bawaslu has an urgency to be transformed into a special election
court, because the current reality shows that Bawaslu has carried
out a quasi-judicial function. then the review of siyasah figh is the
same as the regional authority of al-hisbah tafwidiyah because it
can handle its own law and can handle cases from the al-mazalim
institution.

Keywords: Bawaslu, Quasi Judiciary, Siyasah Dusturiyah
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